
 
 

Pendahuluan 

Islam adalah agama yang 

mengatur kehidupan rumah tangga, 

dalam Islam rumah tangga merupakan 

dasar bagi kehidupan manusia dan 

merupakan faktor utama dalam membina 

masyarakat, dari sebuah rumah tanggalah 

segala persoalan kehidupan manusia 

timbul. Adalah merupakan kehendak 

Tuhan untuk memulai adanya kehidupan 

manusia diatas bumi melalui sebuah 

keluarga. Bersamaan dengan itulah 

ditetapan pula aturan bermasyarakat yang 

harus dipatuhi oleh setiap orang.  

Manusia diciptakan oleh Allah 

SWT dengan mempunyai naluri 

manusiawi yang perlu mendapatkan 

pemenuhan, diciptakan untuk 

mengabdikan dirinya kepada sang 

penciptanya dengan segala  aktivitas 

hidupnya. Pemenuhan  naluari manusiawi 

manusia antara lain keperluan biologisnya 
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Abstrak 

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal dikalangan para ulama' , paling 

tidak sejak masa Imam Malik Bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu 

berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan 

nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan 

syaratnya menurut syari'at yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan , adanya ijab 

qabul yang dilakukan wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya si 

saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan  tersebut kepada 

khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada I'lalun nikah  dalam bentuk 

walimatul urys  atau dalam bentuk yang lain. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat 

Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan 

oleh para saksi , tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi  

pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama 

Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak 

mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan 

masyarakat selain dikenal dengan istilah  nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di 

bawah tangan. 

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan diatas muncul setelah diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan 

menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa :  

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu. 

2. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan  yang berlaku. 

 

Kata Kunci : Perkawinan, dicatat,hukum Islam dan  undang-undang 
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termasuk aktivitas hidup agar manusia 

menuruti tujuan kejadiannya, Allah 

mengatur hidup manusia dengan aturan 

perkawinan.1 Perkawinan merupakan 

salah satu sunnatullah yang berlaku pada 

semua makhluk Allah baik manusia, 

hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Perkawinan cara yang dipilih Allah 

sebagai jalan bagi  manusia untuk beranak 

pinak, berkembang biak dan melestarikan 

hidupnya setelah masin-masing pasangan 

siap untuk melakukan perannya yang 

positif dalam mewujudkan tujuan 

perkawinan.Allah tidak menjadikan 

manusia seperti makhluk lainnya yang 

hidup bebas mengikuti nalurinya dan 

berhubungan secara anarki tanpa aturan. 

Demi menjaga kerhormatan dan martabat 

kemuliaan manusia, Allah mengadakan 

huukum sesuai dengan martabatnya. 

Sehingga hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diatur secara terhormat dan 

berdasarkan saling meridhoi , dengan 

mengucapkan ijab dan qabulsebagai 

lambing adanya ridho meridhoi, dan 

dihadiri dengan para saksi yang 

menyaksikan bahwa pasangan laki-laki 

dan perempuan itu telah saling terikat. 

Bentuk perkawinan ini telah 

memberikan jalan yang aman pada naluri 

seks , memelihara keturunan dengan baik 

dan menjaga perempuan agar tidak 

laksana rumput yang dimakan oleh 

binatang ternak dengan seenaknya. 

Pergaulan suami isteri menurut ajaran 

Islam diletakkan dibawah naluri keibuan 

dan kebapakan sebagaimana ladang yang 

baik nantinya menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan yang baik dan menghasilkan 

buah yang baik pula.2  

Perkawinan adalah salah satu 

perintah agama kepada yang mampu 

untuk segera melaksanakannya. Karena 

perkawinan dapat mengurangi 

kemaksiatan, baik dalam bentuk 

penglihatan maupun dalam bentuk 

perzinahan. Orang yang berkeinginan 

untuk melakukan pernikahan tetapi 

belum mempunyai kesiapan bekal fisik 

dan non fisik dianjurkan oleh Nabi 

Muhamad SAW untuk berpuasa.3 

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : 

عٍ عثد ا الله ا تٍ يسعٕ د قا ل ز سٕ ل 

ىا يعشس ا انشثثا ب : ا لله صهٗ ا لله عهىّ ٔ سهى 

يٍ ا سثطا ع يُكى ا انثا ءج فهىتص ٔ ج فا ءَّ ا 

غض نهثصس ٔ ا حسٍ نهفس ج فًٍ نى ىستطع 

  (يثفق عهىّ )فعهىّ تا نصٕ و فا َّ نّ ٔ جا ء 

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud berkata : 

Rasulullah SAW bersabda : "Wahai para 

pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai 

kemampuan untuk kawin, maka kawinlah 

karena perkawinan itu lebih menghalangi 

penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga 

kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa 

yang belum mampu hendaklah berpuasa 

karena puasa itu bginya akan mengekang 

syahwat." (HR. Bukhari dan Muslim).4 

Perkawinan merupakan 

kebutuhan hidup seluruh masyarakat 

sejak zaman dahulu , sekarang dan masa 

yang akan dating sampai akhir zaman . 

Karena itu perkawinan merupakan 

masalah yang selalu hangat untuk 

dibicarakan baik dikalangan masyarakat 

maupun percaturan hukum. Dari 

perkawinan timbul hubungan suami 

isteri, hubungan antara orang tua dengan 

anak-anaknya dan kemudian timbul pula  

hubungan kekerbatan sedarah dan 

semenda.5 

Kata perkawinan adalah kata 

benda yang bermula dari kata benda yang 

bermula dari kata dasar kawin, ditambah 

awal per dan akhiran an, sepadan dengan 
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kata pernikahan. Kata nikah itu sendiri 

berasal dari kata dasar nikah, merupakan 

lafal musytarak yang memiliki beragam  

makna seperti mengumpulkan, 

menggabungkan , menjodohkan atau 

bersenggama,6 dukhul (intercourse) dan 

wath'u (menindih).7 

Istilah perkawinan dalam bahasa 

Indonesia diartikan sebagai hubungan 

badan antara lawan jenis secara sah 

setelah jalinan aqad. Istilah ini di 

Indonesia umum juga dipakai untuk 

hewan dan tumbuhan. Apabila 

dinisbahkan kepada manusia maka 

perkawinan adalah pernikahan. Secara 

terminology nikah di defenisikan sebagai 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal.8 Sedangkan perkawinan menurut 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 

perkawinan adalah  ikatan lahir batin 

antara seorang pria  dan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk rumah tangga yang kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, 

senada dengan pendapat ini Sayuti Thalib 

merumuskan pengertian yang lebih 

sederhana yaitu perjanjian suci untuk 

membentuk keluarga antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan, unsur 

perjanjian disini memperlihatkan 

kesengajaan dari suatu perkawinan serta 

menunjukkan kepada masyarakat ramai.9 

Dipandang dari sisi amalan 

ibadah, perkawinan  adalah suatu amalan 

sunnah yang di syari'atkan oleh al-Qur'an 

dan Rasulullah SAW dengan kokoh, 

sejalan dengan watak seksual dan sesuai 

dengan saluran yang halal dan bersih 

untuk memperoleh ketuturnan yang dapat 

memelihara kehormatan diri, 

kegembiraan hati dan ketenangan batin.10 

Allah SWT menciptakan makhluknya 

secara berpasang-pasangan berdasarkan 

sunatullah. Allah berfirman : 

ٔ يٍ كم شٗء خهقُا ش ٔ جىٍ نعهكى تر كس ٔ ٌ 

          
Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan 

berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat 

kebesaran Allah.11 

Penciptaan manusia secara 

berpasang-pasangan memberikan arti 

untuk kebahagian atau ketenangan batin 

serta meneruskan keturunan melalui 

proses perkembangbiakan manusia. 

Firman Allah SWT berbunyi : 

ٔ يٍ ا ىتّ ا ٌ خهق نكى يٍ ا َفسكى ا ش 

ٔ ا جا  نتسكُٕ ا ا نىٓا ٔ جعم تىُكى يٕ د ج ٔ 

 .زحًح ا ٌ  في ذ نك لا ىت نقٕ و ىتفكس ٔ ٌ 

   

Artinya : Dan diantara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri , 

supaya kamu cendrung dan merasa tentram 

kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu 

kasih dan sayang. Sesungguhnyua pada yang 

demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum 

yang berfikir.12 

Berdasarkan beberapa pengertian 

diatas dan pendapat-pendapat diatas 

dapat digaris bawahi bahwa perkawinan 

adalah sunatullah yang bernilai ibadah 

dalam rangka membentuk rumah yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena 

merupakan perintah Allah SWT dan 

sunah Rasulullah, maka siapa yang 

mengingkari cara hidup dengan menikah 

bukanlah umat Rasulullah SAW. 

Tujuan perkawinan adalah untuk 

memenuhi petunjuk agama dalam rangka 

dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Harmonis dalam menggunakan hak dan 
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kewajiban anggota keluarga ; sejahtera 

artinya terciptanya ketenangan lahir dan 

batin, disebabkan terpenuhinya keperluan 

hidup  lahir dan batinnya,  sehingga 

timbullah kebahagian yakni kasih sayang 

antar anggota keluarga.13  

Dapat dikembangkan bahwa 

tujuan perkawinan antara lain : 

1. Mendapatkan dan melangsungkan 

keturunan 

2. Memenuhi hajat manusia untuk 

menyalurkan syahwatnya dan 

menumbuhkan  kasih sayang. 

3. Memenuhi panggilan agama, 

memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan. 

4. Menumbuhkan kesungguhan 

untuk bertanggungjawab 

menerima hak dan kewajiban, juga 

bersungguh-sungguh  memperoleh 

harta kekayaan yang halal. 

5. Membangun rumah tangga untuk 

membentuk masyarakat yang 

tentram atas dasar cinta dan kasih 

sayang.14  

Adapun manfaat pernikahan 

antara lain : 

1. Lahirnya anak akan mengekalkan 

keturunan seseorang dan 

memelihara  jenis manusia. 

2. Terpenuhinya kebutuhan seksual 

seseorang secara alami, sehat dan 

sah. 

3. Terpenuhinya kesenangan dan 

ketenangan dalam diri suami isteri. 

4. Menjadi motivasi untuk mencari 

rezeki halal dengan sungguh-

sungguh.15 

Pernikahan merupakan perjanjian 

suci yang diucapkan oleh dua jenis 

manusia yaitu : laki-laki dan perempuan 

untuk membangun rumah tangga. 

Perjanjian tersebut tidak saja sakral, suci, 

dan luhur namun mengandung komitmen 

Ilahi.16 Sebagaimana firman Allah SWT : 

                

          

   

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, 

padahal sebagian kamu Telah bergaul 

(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah 

mengambil dari kamu perjanjian yang 

kuat.(QS. An-Nisa' : 21) 

Dalam pandangan Islam 

perkawinan itu bukan hanya urusan 

perdata semata, bukan pula sekedar 

urusan keluarga dan masalah budaya, 

tetapi dan peristiwa agama. Oleh karena 

itu perkawinan itu dilakukan untuk 

memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi 

Muhamad SAW dan dilaksanakan sesuai 

dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi 

SAW.17 

Menurut Prof. Wasit Aulawi 

seorang pakar hukum Islam Indonesia, 

mantan Direktur Pembinaan Badan 

Peradilan Agama yang juga mantan 

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Jakarta , 

menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah 

tidak hanya merupakan hubungan 

perdata , tetapi lebih dari itu, al-Qur'an 

menyebutkannya dengan istilah 

"Miitsaqan Ghalizhan".Nikah harus dilihat 

dari berbagai aspek, paling tidak 

menurutnya ada tiga aspek yang 

mendasari nikah yaitu : agama, hukum 

dan sosial. Nikah yang disyari'atkan Islam 

mengandung ketiga aspek tersebut sebab 

jika melihat dari satu aspek saja maka 

akan pincang.18  

Demikian pula M Daud Ali, salah 

seorang ahli hukum Indonesia 

mengemukakan bahwa nikah sirri 
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merupakan nikah bermasalah sebab 

menurutnya nikah itu dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi, sesuatu yang sengaja 

disembunyikan, bisanya mengandung 

atau menyimpan masalah. Di Indonesia 

nikah yang tidak bermasalah adalah nikah 

yang dilakukan menurut ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Bagi 

orang Islam nikah yang tidak bermasalah 

adalah nikah yang diselenggarakan 

menurut hukum Islam seperti disebutkan 

dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 dan dicatat, menurut 

ayat (2) pasal yang sama. 

Dari berbagai argumentasi tersebut 

terlihat bahwa baik itu ulama fiqh klasik, 

kotemporer dan pakar hukum Indonesia 

maupun ulama Indonesia umumnya 

menentang nikah sirri, sebab dapat 

mendatangkan mudharat, meskipun tidak 

dapat dipungkiri ada sebagian ulama' 

yang membolehkan, dengan alasan 

sebagai upaya menghindari zina. Akan 

tetapi untuk menghindari zina tidak mesti 

dengan menikah sirri, nikah yang 

dilakukan dengan proses yang benar yang 

diakui oleh hukum agama dan negara 

akan lebih menjamin masa depan lembaga 

nikah tersebut.  

A. Fenomena Pernikahan Sirri di 

Indonesia 

Akhir-akhir ini fenomena 

pernikahan sirri memberikan kesan yang 

menarik. Pertama nikah sirri sepertinya 

memang benar-benar telah menjadi tren 

yang tidak saja dipraktekkan oleh 

masyarakat umum, namun juga 

dipraktekkan oleh figur  masyarakat yang 

selama ini sering disebut dengan istilah 

kyai, da'i, utadz, ulama' atau istilah 

lainnya yang menandai kemampuan 

seseorang mendalami Diinul Islam. Kedua 

nikah sirri sering dtempatkan menjadi 

sebuah pilihan ketika seeorang hendak 

berpoligami dengan sejumlah alasan 

tersendiri.  

Mengapa nikah sirri menjadi trend 

di Indonesia? Pada hal pihak wanita yang 

paling dirugikan, kalau calon suami hanya 

berniat melampiaskan hasrat seksual 

dengan halal. Sayangnya masih banyak 

wanita yang diperlakukan semena-mena. 

Mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup 

senang tanpa harus kerja keras. Apalagi 

kalau yang mengajak menikah seorang 

pejabat atau orang terkenal, banyak 

wanita manggut-mangut saja. Mereka 

baru menyesal setelah dicampakkan lalu 

berteriak mencari perhatian media. 

Sebaliknya tak dapat dipungkiri bahwa 

banyak juga wanita muslim dengan orang 

asing, lalu menikah resmi dan pernikahan 

mereka hanya terdaftar di Negara 

suaminya. 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 Tentang Perkawinan merupakan 

salah satu wujud aturan tata tertib 

pernikahan yang dimiliki oleh Negara 

Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, 

disamping aturan-aturan tata tertib 

pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat 

dan Hukum Agama. Agar terjaminnya 

ketertiban pranata pernikahan dalam 

masyarakat, maka Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

menentukan bahwa setiap perkawinan 

harus dicatat oleh petugas yang 

berwenang. Namun realita 

memperlihatkan fenomena yang berbeda, 

hal ini tampak dari maraknya pernikah 

sirri atau pernikahan bawah tangan yang 

terjadi ditengah-tengah masyarakat. 



El-Afkar Vol. 5 Nomor 1, Januari- Juni 2016 

 

118 
 

Negara Republik Indonesia 

sebagai Negara yang berdasarkan 

pancasila, dimana sila pertama adalah 

Ketuhan Yang Maha Esa, maka 

perkawinan dianggap mempunyai 

hubungan yang erat sekali dengan agama 

atau kerohanian, sehingga perkawinan 

bukan saja mengandung unsur lahir atau 

jasmani, tetapi unsur batin atau rohani 

yang mempunyai peranan yang sangat 

penting. Kerharusan pencatatan 

perkawinan walaupun bukan menjadi 

rukun nikah, akan tetapi merupakan hal 

yang sangat penting tertutama sebagai 

alat bukti otentik yang dimiliki seseorang, 

apabila terjadi suatu permasalahan 

dikemudian hari.19  

Penyebab yang menimbulkan 

masyarakat melakukan pernikahan  sirri 

sebenarnya kembali kepada pribadinya 

masing-masing. Namun yang terjadi 

belakangan ini hal-hal yang menyebabkan 

timbulnya nikah sirri ini dilihat dari dari 

faktor sosial   adanya kesulitan pencatatan 

pernikahan yang kedua kalinya, batasan 

usia yang layak nikah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, tempat 

tinggal yang berpindah-pindah membuat 

orang kesulitan  untuk mengurus 

admnistrasi dan prosedur pencatatan 

pernikahan. Kemudian ada faktor 

ekonomi dimana masyarakat yang kurang 

mampu biasanya akan kesulitan untuk 

membayar biaya-biaya untuk 

mencatatkan pernikahannya sehingga 

lebih memilih nikah sirri. Selanjutnya ada 

juga faktor agama dimana sirri dilakukan 

untuk menghalalkan suatu hubungan agar 

dijauhkan dari zina dan dosa.   

B. Pengertian dan Status Nikah Sirri. 

Kata "sirri" dari segi etimologi 

berasal dari bahasa arab yang arti 

harfiyahnya "rahasia" (secret marriage). 

Menurut terminologi fiqh maliki, nikah 

sirri adalah nikah yang atas pesan suami, 

para saksi merahasiakannya untuk 

isterinya atau jamaahnya, sekalipun 

keluarga setempat.  Secara umum nikah 

sirri adalah sebuah perbuatan dalam 

melakukan pernikahan sesuai aturan 

agama dalam hal ini ajaran Islam, namun 

karena berbagai hal yang menghalanginya 

menjadikannya tidak terjadi pencatatan 

secara sah atau legal oleh aparat yang 

berwenang, dalam hal ini pemerintah 

yang diwakili Kementerian Agama, nikah 

sirri dalam konteks masyarakat sering 

dimaksudkan dalam beberapa pengertian 

antara lain : 

Pertama, nikah yang dilaksanakan 

dengan sembunyi-sembunyi, tanpa 

mengundang orang luar selain dari kedua 

keluarga mempelai. Kemudian tidak 

mendaftarkan perkawinannya kepada 

Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga 

nikah mereka tidak mempunyai legalitas 

formal dalam hukum positip di Indonesia 

sebagaimana yang diatur dalam undang-

undang perkawinan. Banyak faktor yang 

menyebabkan seseorang  tidak 

mencatatkan pernikahannya di lembaga 

pencatatan sipil Negara. Ada yang karena 

faktor biaya alias tidak mampu membayar 

administrasi pencatatan,ada pula yang 

disebabkan karena takut ketahuan 

melanggar aturan yang melarang pegawai 

negeri sipil nikah lebih dari dari satu dan 

lain sebagainya. 

Kedua, nikah yang dilakukan 

sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-

laki dan perempuan oleh sepasang laki-

laki dan perempuan tampa diketahui oleh 

kedua pihak keluarga sekalipun. Bahkan 

benar-benar dirahasiakan sampai tidak 
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diketahui siapa yang menjadi wali dan 

saksinya. 

Ketiga, pernikahan yang 

dirahasiakan karena pertimbangan-

pertimbangan tertentu , misalnya karena 

takut mendapatkan stigma negatif dari 

masyarakat yang terlanjur menganggap 

tabu pernikahan sirri, atau karena 

pertimbangan-pertimbangan rumit yang 

memaksa seseorang untuk merahasiakan 

pernikahannya. 

Perkawinan yang merupakan 

sunatullah pada dasarnya adalah mubah 

tergantung kepada tingkat maslahatnya. 

Oleh karena itu  Imam izzudin 

Abdussalam membagi maslahat menjadi 

tiga bagian yaitu :20  

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah 

SWT bagi hamba-Nya. Maslahat wajib 

bertingkat-tingkat terbagi kepada 

fadhil (utama), afdhal (paling utama) 

dan mutawasitah (tengah-tengah). 

Masalahat yang paling utama adalah 

maslahat yang pada dirinya 

terkandung kemuliaan, dapat 

menghilangkan mafsadah paling 

buruk dan dapat mendatangkan 

kemaslahatan yang paling besar, 

kemaslahatan jenis ini wajib 

dikerjakan. 

2. Maslahat yang disunnahkan oleh 

syari' kepada hamba-Nya demi untuk 

kebaikannya, tingkat maslahat paling 

tinggi berada sedikit dibawah tingkat 

maslahat wajib paling rendah. Dalam 

tingkatan ke bawah, maslahat sunnah 

akan sampai pada tingkat maslahat 

yang ringan yang mendekatkan 

maslahat mubah. 

3. Maslahat mubah. Bahwa dalam 

perkara mubah tidak terlepas dari 

kandungan nilai maslahat atau 

penolakan terhadap mafsadah. Imam 

izzudin berkata "Maslahat mubah 

dapat dirasakan langsung" sebagian 

diantaranya lebih bermanfaat dan 

lebih besar kemaslahatannya dari 

sebagian yang lain. Maslahat mubah 

ini tidak berpahala.21 

Apabila diantara yang maslahat itu 

banyak dan harus dilakukan salah satunya 

pada waktu yang sama, maka lebih baik 

dipilih yang paling maslahat : 

اخثثا ز ا لا صهح فا لا صهح الا 

صهح
22

   
Hal ini relevan dengan Al-Qur'an 

yaitu : 

              

               

              

               

             

Dan orang-orang yang menjauhi thaghut 

(yaitu) tidak menyembah- nya  dan kembali 

kepada Allah, bagi mereka berita gembira; 

sebab itu sampaikanlah berita itu kepada 

hamba- hamba-Ku. Yang mendengarkan 

perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik 

di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang 

Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah 

orang-orang yang mempunyai akal.23 

             

               

           
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"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Telah 

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum 

datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, 

sedang kamu tidak menyadarinya." 

           

"suruhlah kaummu berpegang kepada 

(perintah-perintahnya) dengan sebaik-

baiknya"24 

Demikian pula sebaliknya apabila 

menghadapi mafsadah pada waktu yang 

sama, maka harus didahulukan mafsadah 

yang paling buruk akibatnya. Apabila 

berkumpul antara maslahat dan mafsadah 

, maka yang dipilih yang maslahatnya 

lebih banyak (lebih kuat). Dan apabila 

sama banyaknya atau sama kuatnya , 

maka menolak mafsadah lebih utama dari 

meraih maslahat, sebab menolak mafsadat 

itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal 

ini sesuai dengan kaidah: 

  انُفع  د فع انضس ا ٔ ني يٍ جهة
"Menolak kemudharatan lebih utama dari pada 

meraih kemaslahatn"25 

Atau kaidah : 

 د فع ا نًفا سد يقد و عهي جهة انًصا نح
"Menolak mafsadah didahulukan 

dari pada meraih maslahat" 

Adapun sebagian kemaslahatan 

dunia dan kemafsadatan dunia dapat 

diketahui dengan akal sehat, engan 

pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan 

manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia 

dan akhirat serta kemafsadatan duniadan 

akhirat tidak bias diketahui kecuali 

dengan syari'ah yaitu melalui dalil syara' 

baik Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', qiyas 

yang diakui (mu'tabar) dan istislah yang 

shahih (akurat).26   

Ukuran yang lebih kongkrit dari 

kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam Al-

Ghazali dalam kitabnya Al-

Mustashfa,Imam Al-Syatibi dalam 

kitabnya Al-Muafaqat dan ulama' yang 

sekarang Abu Zahrah dan Abdul Wahab 

Khalaf. Apabila disimpulkan maka 

persyaratan kemaslahatan tersebut adalah 

: 

1. Kemaslahatan itu harus sesuai 

dengan maqashid al-syari'ah, 

semangat ajaran,dalil-dalil kulli dan 

dalil qath'i baik wurud maupun 

dalalahnya. 

2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan 

artinya kemaslahatan itu berdasarkan 

penelitian yang cermat dan akurat 

sehingga tidak meragukan bahwa itu 

bisa mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan mudharat. 

3. Kemaslahatan itu membawa 

kemudahan dan bukan 

mendatangkan kesulitan yang diluar 

batas, dalam arti kemaslahatan itu 

bias dilaksanakan.27 

4. Kemaslahatan itu memberi manfaat 

kepada sebagian besar masyarakat 

bukan kepada sebagian kecil 

masyarakat. 

Seluruh tuntutan agama adalah 

untuk kemaslahatan hamba di dunia dan 

akhirat. Ketaatan hamba  tidak akan 

menambah apa-apa kepada 

kemahasempurnaan dan kemahakuasaan 

Allah SWT, sebaliknya kemaksiatan 

hamba tidak akan mengurangi 

kemahakuasaan dan kemahasempurnaan 

Allah SWT. 

Maksud syari'at Islam itu tidak lain 

untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia, yakni menarik manfaat, menolak 

kemudharatan dan menghilangkan 

kesusahan. Kemaslahatan manusia itu 

tidak terbatas macamnya dan tidak 

terhingga jumlahnya, ia selalu bertambah 
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dan berkembang mengikuti situasi dan 

ekologi masyarakat. Penetapan suatu 

hokum itu  kadang-kadang memberi 

manfaat kepada masyarakat pada suatu 

masa dan kadang-kadang membawa 

kemudharatan kepada mereka pada masa 

yang lain. Dan kadang-kadang memberi 

manfaat kepada satu kelompok 

masyarakat tertentu, tetapi mendatangkan 

mudharat kepada kelompok masyarakat 

yang lain.28 

Dengan demikian karena 

pencatatan perkawinan mendatangkan 

kemaslahatan, maka sudah seharusnya 

pencatatan perkawinan itu dijadikan salah 

satu rukun perkawinan pada zaman 

sekarang ini. Karena perkawinan yang 

tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi 

rukun perkawinan, maka sudah 

dipastikan perkawinan tidak dicatatkan 

tidak sah menurut hukum Islam. Pada 

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 

disebutkan "sahnya pencatatan harus 

dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah 

(PPN) atau Kantor Urusan Agama 

Kecamatan (KUA) . Analoginya jika 

pencatatan itu dilakukan oleh bukan 

Petugas Pencatat Nikah (PPN) , maka 

nikahnya tidak sah karena selain Pegawai 

Pencatat Nikah  (PPN) atau KUA tidak 

memiliki kewenangan  untuk mencatatkan 

atau melangsungkan perkawinan. Begitu 

juga pada pasal 6 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) berbunyi : "untuk 

memenuhi ketentuan pasal 5 KHI setiap 

perkawinan harus dilangsungkan 

dihadapan dan dibawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kata 

harus juga diartikan wajib artinya 

perkawinan itu wajib dilakukan dihdapan 

PPN.   

Kantor Urusan Agama adalah 

lembaga resmi yang telah ditunjuk 

(tauliyyah) oleh Presiden Republik 

Indonesia untuk menangani masalah 

perkawinan bagi orang yang beragama 

Islam . Sehingga para Petugas Pencatat 

Nikah/KUA telah disumpah oleh 

pemerintah agar mereka dapat 

menjalankan tugas sesuai dengan yang 

diamanatkan dan sesuai denga jabatan 

yang diembannya. Dengan tauliyyah itu 

KUA mempunyai kewenangan yang 

mutlak untuk menangani masalah 

pernikahan bagi yang beragama Islam , 

dengan demikian lembaga-lembaga lain 

baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun 

lembaga swasta, golongan ataupun 

pribadi tidak mempunyai kewenangan 

untuk melaksanakan pernikahan. 

Suatu saat kemudharatan akan 

timbul bagi bangsa Indonesia apabila 

perkawinan tidak dicatatkan, kerugian 

yang diakibatkan dari perkawinan yang 

dicatatkan adalah pertambahan penduduk 

yang tidak terkontrol, kemiskinan akan 

bertambah, kawin cerai akan terjadi 

dimana-mana, hak-hak anak dan wanita 

terabaikan , pendidikan akan terbelakang 

dan pengangguran akan semakin 

bertambah. Di Indonesia perkawinan 

bawah tangan/kawin sirri diakui 

keberadaannya, sehingga di Indonesia ada 

dua pilihan hukum untuk melangsungkan 

perkawinan yaitu :   

1. Pernikahan yang dilangsungkan 

melalui Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan  

yang dikenal dengan perkawinan 

resmi/nikah tercatat. 

2. Perkawinan yang dilangsungkan 

diluar Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

yang biasanya dilakukan dihadapan 
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tokoh masyarakat/ulama' yang 

dikenal dengan perkawinan tidak 

resmi/dibawah tangan/sirri.  

Perkawinan tidak resmi/sirri 

biasanya dilakukan oleh pria yang ingin 

melangsungkan pernikahan untuk isteri 

kedua dan seterusnya, karena untuk 

beristeri lebih dari satu orang harus 

mendapatkan izin dari pengadilan, 

sedangkan untuk mendapatkan izin 

pengadilan harus ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi  serta ada izin dari 

isteri pertama. Oleh karena itu pria yang 

ingin beristeri lebih dari satu orang, 

mereka lebih suka mendatangi tokoh 

masyarakat/ulama' karena tidak ada 

syarat-syarat yang ditentukan. Jika 

perkawinan dibawah tangan/sirri tidak 

dicegah, maka tokoh 

masyarakat/ustadz/orang-orang tertentu 

akan berlomba-lomba  untuk menikahkan 

sebanyak mungkin, serta dijadikan lading 

bisnis yang menggiurkan untuk 

mendapatkan uang, perkawinan seperti 

ini bukan yang dikehendaki oleh syari'ah  

sebab tidak mendatangkan kemaslahatan.   

Oleh karena itu perlu ditanamkan pada 

masyarakat bahwa pernikahan,  bawah 

tangan atau kawin sirri tidak sah menurut 

hukum Islam karena tokoh 

masyarakat/ustadz/ulama' tidak 

mempunyai kewenangan untuk 

melangsungkan perkawinan.dan 

mencatatkan perkawinan. 

C. Hukum Nikah Sirri 

1. Nikah Sirri Menurut Islam 

Hukum nikah sirri secara 

agama adalah sah atau legal dan 

dihalalkan atau diperbolehkan jika 

syarat dan rukunnya terpenuhi pada 

saat nikah sirri digelar. Pada 

prinsipnya selama nikah sirri itu 

memenuhi syarat dan rukun nikah 

yang disepakati ulama', maka dapat 

dipastikan hukum nikah itu pada 

dasarnya sudah sah. Hanya saja 

bertentangan dengan perintah Nabi 

SAW yang menganjurkan agar nikah 

itu terbuka dan diumumkan kepada 

orang lain agar tidak menjadi fitnah. 

Sesuai dengan hadits Nabi SAW : 

فصم يا تىٍ ا نحلا ل ٔ ا نحس ا و ا نضس ب تا 

   ند ف ز ٔ ا ِ ا حًد

"Artinya : yang membedakan antara acara 

pernikahan yang halal dan yang haram adalah 

adanya tabuhan rebana" 

Secara mendasar tidak dilihat 

tabuhan rebananya melainkan yang 

menjadi hal mendasar adalah upaya 

untuk menyebarluaskan berita tentang 

acara pernikahan yang diselenggarakan. 

Istilah nikah sirri atau nikah nyang 

dirahasiakan memang sudah dikenal 

dikalangan ulama', hanya saja nikah sirri 

di kenal pada masa dahulu berbeda 

pengertiannya dengan nikah sirri pada 

saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan 

nikah sirri yaitu nikah yang sesuai dengan 

syari'at, hanya saja saksi diminta tidak 

memberitahukan terjadinya nikah tersebut 

pada khalayak ramai, mayarakat dan 

dengan sendirinya tidak ada walimatul 

ursy. Berikut ini adalah pendapat para 

ulama' Islam tentang nikah sirri antara 

lain : 

1. Menurut pandangan madzhab Hanafi 

dan Hambali suatupernikahan yang 

ssyarat dan rukunnya terpenuhi, 

maka sah menurut agama Islam, 

walaupun pernikahan itu adalah 

pernikahan sirri. Hal ini sesuai 

dengan dalil yang berbunyi, yang 

artinya :"Takutlah kamu terhadap 

wanita, kamu ambil mereka (dari 
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orang tuanya) dengan amanah Allah 

SWT dan kamu halalkan 

percampuran kelamin dengan mereka 

dengan kalimat Allah Ijab dan qabul" 

(HR. Muslim). 

2. Menurut terminologi fiqh Maliki, 

nikah sirri adalah : 

ْٕ ا نر ٖ ىٕ صٗ فيّ ا نص ٔ ج ا نشٕٓ د 

يكتًّ عٍ ا يس ا تّ ا ٔ عٍ جًا عح ٔ نٕ ا 

 ْم يُص ل
"Artinya : Nikah yang atas pesan suami, para 

saksi merahasiakannya untuk isterinya atau 

jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat" 

 

Mazhab Maliki tidak 

membolehkan nikah sirri, 

perkawinannnya dapat dibatalkan  dan 

kedua pelakunya dapat dilakukan 

hukuman had (dera rajam), jika telah 

terjadi hubungan seksual antara keduanya 

dan diakuinya atau dengan kesaksian 

empat orang saksi.29 

3. Sedangkan menurut Kyai Husein 

Muhamad, seorang Komisioner 

Komnas perempuan menyatakan 

pernikahan pria dewasa dengan 

wanita secara sirri merupakan 

pernikahan terlarang karena 

pernikahan tersebut dapat merugikan 

si perempuan. Sedangkan Islam 

justeru melindungi perempuan bukan 

malah merugikannya.  

4. Quraish Shihab mengemukakan 

bahwa betapa pentingnya pencatatan 

nikah yang ditetapkan melalui 

undang-undang, di sisi lain nikah 

yang tidak tercatat selama ada dua 

orang saksi tetap dinilai sah oleh 

hukum agama. walaupun nikah 

tersebut dinilai sah, namun nikah 

bawah tangan dapat mengakibatkan 

dosa bagi pelakunya karena 

melanggar ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Al-Qur'an 

memerintahkan setiap muslim untuk 

taat pada ulul amri selama tidak 

bertentangan dengan hukum Allah 

SWT.30 Hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT : 

ىا ا ىٓا ا نر ىٍ ا يُٕا ا طىعٕ ا ا لله ٔ ا نس سٕ ل 

ٔ ا ٔ نٗ ا لا يس يُكى  فا ا ٌ تُا ش عتى فٗ شٗ 

ء فس د ٔ ِ ا نٗ الله ٔ ا نس سٕ ل ا ٌ كُتى تؤ يُٕ 

ٌ تا لله ٔ ا نىٕ و ا لا خس ذ نك خىس ٔ ا حسٍ ثاء 

 ٔ ىلا
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil 

amri diantara kamu, kemudian jika berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

kepada Allah (al-Qu'ran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian, yang 

demikian itulebih utama bagimu dan lebih baik 

akibatnya"31 

 

Pada dasarnya , fungsi pencatatan 

pernikahan pada lembaga pencatatan sipil 

bagi yang beragama non muslim dan 

KUA bagi yang beragama Islam adalah 

agar seseorang memiliki alat bukti 

(bayyinah) untuk membuktikan bahwa 

dirinya benar-benar telah melakukan 

pernikahan dengan orang lain. Sebab 

salah satu bukti yang dianggap sah 

sebagai bukti syar'i (bayyinah syar'iyyah) 

adalah dokumen resmi yang dikeluarkan 

oleh negara. Ketika pernikahan dicatat 

pada lembaga resmi yang ditunjuk 

pemerintah, tentunya seseorang telah 

memiliki sebuah dokumen resmi yang 

bisa ia jadikan sebagai alat bukti 

(bayyinah) dihadapan majelis peradilan 

ketika ada sengketa  yang berkaitan 

dengan pernikahan maupun sengketa 

yang lahir akibat pernikahan, seperti 
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waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah 

dan lain sebagainya. Hanya saja dokumen 

resmi yang dikeluarkan negara, bukanlah 

satu-satunya alat bukti syar'i, kesaksian 

dari saksi-saksi pernikahan atau orang-

orang yang menyaksikan pernikahan, juga 

absah  dan harus diakui oleh negara 

sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak 

boleh menetapkan bahwa satu-satunya 

alat bukti untuk membuktikan keabsahan 

pernikahann seseorang adalah dokumen 

tertulis.  

Pasalnya syari'at telah menetapkan 

keabsahan alat bukti lain selain dokumen 

tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, 

pengakuan (iqrar) dan lain sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan ini dapatlah 

disimpulkan bahwa orang yang menikah 

sirri tetap memiliki hubungan pewarisan 

yang sah dan hubungan-hubungan lain 

yang lahir dari pernikahan. Selain itu 

kesaksian dari saksi-saksi yang 

menghadiri pernikahan sirri tersebut sah 

dan harus diakui sebagai alat bukti syar'i. 

Negara tidak boleh menolak kesaksian 

mereka hanya karena pernikahan tersebut 

tidak dicatatkan pada lembaga resmi 

catatan sipil atau KUA atau tidak 

mengakui hubungan pewarisan, nasab 

dan hubungan lain yang lahir dari 

pernikahan sirri tersebut. 

Pada dasarnya Nabi Muhamad 

SAW telah mendorong umatnya untuk 

menyebarluaskan pernikahan dengan 

menyelenggarakan walimatul ursy. 

Anjuran untuk melakukan walimah, 

walaupun tidak sampai kepada hukum 

wajib akan tetapi Nabi sangat 

menganjurkan (sunnah muakadah).Nabi 

bersabda : 

عٍ تس ىد ج قا ل نًا خطة عهٗ فا طًح قا ل 

زسٕ ل لله صهٗ ا لله عهىّ ٔ سهى ا َّ لا تد نهعس 

 ض يٍ ٔ نىًح  زٔ ا ِ ِ حًد

"Artinya : Dari buraidah ia berkata : ketika Ali 

melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda : 

Sesungguhnya  untuk pesta perkawinan harus 

ada walimah."32 

 

Dalam hadits lain Rasulullah SAW 

bersabda : 

 

ٔ عٍ عا يس تٍ عثد ا لله تٍ ا نص تيس عٍ ا تيّ ا 

ٌ ز سٕ ل ا لله صهي الله عهيّ ٔ سهى قا ل ا عهُٕ 

  ا ا نُكا ح زٔ ا ِ ا حًد ٔ صححّ ا نحا كى

Artinya : Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu Al-

Zubair , dari ayahnya r.a. bahwa Rasulullah 

SAW bersabda : "Sebarkanlah berita 

pernikahan" Riwayat Ahmad, hadits ini 

shahih menurut Hakim.   

2. Nikah Sirri Menurut Hukum di 

Indonesia 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan diundangkan 

pada tanggal 2 januari 1974 dan 

diberlakukan bersamaan dengan 

dikeluarkannya peraturan pelaksanaan 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU 

Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Mengenai sahnya perkawinan dan 

pencatatan perkawinan terdapat pada 

pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang 

berbunyi : "(1) Perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hokum 

masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu ; (2) Tiap-Tiap 

Perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku". 

Dari Pasal 2 ayat 1 ini, kita tahu 

bahwa sebuah perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum 
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masing-masing agamanya dan  

kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika 

suatu perkawinan telah memenuhi syarat 

dan rukun nikah atau ijab qabul telah 

dilaksanakan (bagi umat islam) atau 

pendeta/pastur telah melaksanakan 

pemberkatan atau ritual lainnya, maka 

perkawinan tersebut adalah sah terutama 

dimata agama dan kepercayaan 

masyarakat perlu disahkan lagi oleh 

Negara, yang dalam hal  ini ketentuannya 

terdapat pada pasal 2 ayat 2 UU 

Perkawinan tentang pencatatan 

perkawinan. Bagi mereka yang melakukan 

perkawinan menurut agama Islam 

pencatatan dilakukan di KUA untuk 

memperoleh Akta Nikah sebagai bukti 

dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 

ayat 1 KHI "Pencatatan hanya dapat 

dibuktikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah"). 

Sedangkan bagi mereka yang beragama 

non muslim pencatatannya dilakukan di 

Kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh 

Akta Perkawinan. 

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) 

mengeluarkan fatwa tentang nikah sirri 

atau nikah bawah tangan dengan dua 

ketentuan hukum yaitu : (1) Pernikahan 

dibawah tangan hukumnya sah karena 

telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, 

tetapi haram jika terdapat dampak negatif 

(madharrah). (2) pernikahan harus 

dicatatkan secara resmi pada instansi 

berewenang, sebagai langkan preventif 

untuk menolak hal-hal yang bersifat 

madharrah.33 

D. Pengesahan Pernikahan Sirri 

1. Mencatatkan perkawinan Dengan 

Itsbat Nikah 

Esensinya adalah pernikahan 

yang semula tidak dicatatkan menjadi 

tercatat dan disahkan oleh negara serta 

memiliki kekuatan hukum. Dasar dari 

itsbat adalah Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pasal 7 yaitu : 

a. Perkawinan hanya dapat 

dibuktikan dengan akta nikah 

yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat NIkah (PPN). 

b. Dalam hal perkawinan tidak 

dapat dibuktikan dengan akta 

nikah dapat diajukan itsbat 

nikahnya ke Pengadilan Agama. 

c. Itsbat nikah yang dapat 

diajukan ke Pengadilan Agama 

terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan : 

1) Dalam rangka penyelesaian 

perceraian. Dalam kasus ini 

biasanya menggunakan 

gugatan komulatif yaitu : 

pemohon meminta atau 

memohon disahkan dahulu 

perkawinannya, setelah itu 

mohon diceraikan; 

2) Hilangnya akta nikah ; 

3) Adanya keraguan tentang 

sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan ; 

4) Adanya perkawinan yang terjadi 

sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; 

5) Perkawinan yang dilakukan oleh 

mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yaitu 

pihak laki-laki sudah mencapai 

umur 19 tahun sedangkan pihak 

perempuan sudah mencapai umur 

16 tahun ;  

2. Yang berhak mengajukan 

permohonan itsbat nikah adalah 
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suami atau isteri, anak-anak mereka, 

wali nikah dan pihak yang 

berkepentingan dengan perkawinan 

itu. 

Permohonan itsbat nikah 

harus bersifat voluntair tidak ada 

unsur sengketa, dikatakan demikian 

karena hasil dari permohonan 

bersifat declaratoir (menyatakan) 

atau constitutoire (menciptakan) 

bukan bersifat menghukum. Dalam 

persidangannya Hakim Pengadilan 

Agama akan memeriksa dan 

menyatakan sah atau tidaknya  

perkawinan tidak tercatat tersebut 

dalam bentuk penetapan itsbat 

nikah. Penetapan itsbat nikah inilah 

yang akan dijadikan landasan 

hukum bagi Kantor Urusan Agama 

untuk mengeluarkan Akta Nikah 

dengan mencantumkan tanggal 

perkawinan terdahulu. Namun 

apabila ternyata hakim menyatakan 

bahwa perkawinan terdahulu tidak 

sah, maka pihak Kantor Urusan 

Agama akan menikahkan kembali 

pasangan suami isteri tersebut. 

Apabila dalam perkawinan telah 

dilahirkan anak-anak dan jika telah 

memiliki akta nikah harus segera 

mengurus akta kelahiran anak-anak ke 

Kantor Catatan Sipil setempat agar status 

anakpun sah di mata hukum. Jika 

pengurusan akta kelahiran anak ini telah 

lewat 14 hari dari yang telah ditentukan, 

terlebih dahulu harus mengajukan 

permohonan pencatatan kelahiran anak 

kepada Pengadilan Negeri setempat. 

Dengan demikian status anak dalam akta 

kelahirannya bukan lagi anak luar nikah. 

3. Melakukan Perkawinan Ulang 

Perkawinan ulang dilakukan 

layaknya perkawinan menurut agama 

Islam, namun perkawinan harus disertai 

dengan pencatatan perkawinan oleh 

pejabat yang berwenang dalam pencatatan 

perkawinan (KUA). Perkawinannya harus 

dicatatkan di muka pejabat yang 

berwenang, dalam hal ini di Kantor 

Catatan Sipil bagi yang non muslim. 

E. Kosekuensi Hukum Terhadap Anak 

Yang dilahirkan 

Mengenai masalah anak yang lahir 

dari nikah sirri, maka apabila nikah sirri 

itu diartikan menurut terminologi fiqh 

(nikah yang dirahasiakan atas permintaan 

suami), maka menurut hukum Islam anak 

mempunyai hubungan nasab dengn 

bapaknya. Sebab anak yang lahir dari 

hubungan syibhah saja ditetapkan 

nasabnya kepada bapak, apalagi nikah 

nikah sirri yang termasuk nikah yang 

diperselisihkan boleh dan sahnya oleh 

para ulama'. Karena itu nikah sirri 

dianggap cacat/fasad yang ringan, 

sedangkan menurut pandangan hukum 

positif, anak hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. Adapun status anak yang lahir 

dari nikah dibawah tangan (nikah yang 

hanya memenuhi pasal 2 ayat 1 saja dari 

Undang-Undang Perkawinan), maka 

menurut Hukum Islam anaknya sah dan 

mempunyai hubungan nasab dengan 

bapaknya.  Sedangkan menurut hukum 

positif, anaknya tidak sah karena 

nikahnya tidak sah sebab tidak memenuhi 

pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 

Perkawinan. Karena itu si anak hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya (Undang-

Undang Perkawinan Pasal 43 dan 

Kompilasi Hukum Islam pasal 100). 
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Maka pencatatan perkawinan itu 

sangat penting agar ada kejelasan status 

bagi perkawinan, status anak-anak yang 

lahir dalam perkawinan sirri akan tetap 

dianggap sebagai anak di luar kawin, 

karena perkawinan ulang tidak berlaku 

surut terhadap status anak yang 

dilahirkan sebelum perkawinan ulang 

dilangsungkan. Oleh karenanya dalam 

akta kelahiran, anak yang alhir sebelum 

perkawinan ulang tetap sebagai anak 

diluar kawin, sebaliknya anak yang lahir 

setelah perkawinan ulang statusnya 

sebagai anak sah yang lahir dalam 

perkawinan.  

Adapun cara yang dapat ditempuh 

jika dalam perkawinan sirri tersebut telah 

lahir anak-anak, maka dapat diikuti 

dengan pengakuan anak yakni pengakuan 

yang dilakukan oleh bapak atas anak yang 

lahir di luar  perkawinan yang sah 

menurut hukum. Pada dasarnya 

pengakuan anak dapat dilakukan baik 

oleh ibu maupun bapak. Namun 

berdasarkan pasal 43Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya 

menyatakan bahwa anak diluar 

perkawinan tidak mempunyai hubungan 

dengan ayahnya. Maka untuk 

mendapatkan hubungan perdata yang 

baru, seorang ayah dapat melakukan 

pengkuan anak. Namun bagaimanapun 

pengakuan anak hanya dapat dilakukan 

dengan persetujuan ibu, sebagaimana 

diatur dalam pasal 284 KUH Perdata 

(KUHP).  

 

Kesimpulan  

Setelah penulis mengetahui dan 

mengemukakan pendapat-pendapat yang 

telah dipaparkan oleh para ulama 

tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa nikah sirri pada dasarnya adalah 

nikah yang dilakukan dengan cara 

sembunyi atau nikah yang dirahasiakan. 

Sikap ulama dalam menanggapi 

permasalahan nikah sirri adalah semangat 

mereka dalam mencegah dari pada suatu 

mafsadah dan mencari suatu maslahat 

untuk kepentingan umat muslim.  

Nikah sirri adalah nikah yang 

menurut agama sah karena telah 

terpenuhi rukun dan syaratnya, akan 

tetapi tidak dipublikasikan kepada 

khalayak ramai. Maka menurut beberapa 

ulama ada yang mengatakan hukumnya 

makruh dan lain sebagainya, kalau 

dipandang dari aspek keteladan yang 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW nikah 

sirri jelas bertentangan dengan praktek 

yang dilakukan Nabi dan para 

sahabatnya. Dalam beberapa hadits 

diterangkan tentang adanya tuntunan 

mempublikasikan pelaksanaan 

pernikahan melalui walaimatul ursy, 

sebagaimana sabda nabi Muhammad 

SAW ketika mengatahui salah satu 

sahabatnya Abdurrahman Ibn Auf 

menikah. 

Perintah melakukan publikasi 

pernikahan dimaksudkan agar orang lain 

mengetahui sebuah pernikahan, untuk 

memperjelas status serta agar tidak 

memungkinkan terjadinya 

pernyimpangan. Secara mafhum hadits ini 

melarang penyembunyian pernikahan. 

Hadits ini kontradiksi dengan fenomena 

nikah sirri atau nikah dibawah tangan 

yang dilakukan secara diam-diam. Tidak 

terdapat satu riwayatpun dari hadits yang 

mensyari'atkan nikah secara diam-diam 

dalam Islam.  Maka jangan sampai ada 

pemahaman yang menyatakan bahwa 

nikah itu sah menurut agama dan tidak 
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sah menurut pemerintah sehingga tidak 

memunculkan dikotomi hukum tertutama 

dalam hal pernikahan, tetapi nikah harus 

dicatat dan disebarluaskan (diumumkan) 

supaya tidak menimbulkan fitnah dan 

implikasi negatif terutama kepada pihak 

perempuan yang sangat banyak 

dirugikan. Penulis mengharapkan kepada 

para ulama agar memberikan pemahaman 

yang benar dan dapat menjadi teladan 

bagi masyarakat. Demikian semoga 

bermanfaat. 
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